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Merrimbang .4. bahw'a dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada
masvarakat, sefia menin-qkatkan partisipasi masyarakat di bidang
pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mendirikan iembaga pendidlkanbaru di Kabupaten Sabu Raijua.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a.

perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PALD)
GEi.'I-ERASI LNGGUL
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikn Nasionai;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang (iuru
dan Dosen;
Lindang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 Tahun 20A5 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang
PenTbentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.
Peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang
Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan lrlasional;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang
lVajib Belajar,
Peraturan Perrerintah Repubiik Indonesia Nomor i9 Tahun 2009 tentang
Standar l{asional Pendidikan,
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Peuyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia l\.-omor 60 Tahun 2013 ientang
Pengembangan Anak LIsia Dini Holistik dan Integritas;
Keputusan l\'lenteri Pendidikan Nasional Repubiik Indonesia Nomor
060/20 02 tentang Pecloman Pendirian Sekolah:
Peraturan N{enteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor 63

Tahun 2009 ientang Sistein Penjaminan Mutu Pendidikan ;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 tentang Peirdirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Peraturan N{enteri Pendidikan dan I{ebudayaan Republik Indonesia Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Fendidkan Anak Usia Dini.
Peraturan Bupati SabLr Raijua Nomcr 19 Tahun 2017 lentang Kedudukan
Sistem Organisasi Ferangkat Daerah dan Fungsi ser-ta tata kerja Dinas-
Dinas Kabupaten Sabu Raijua;
Keputusan Bupati ldomor 153 Tahun 2Al7 lentang Penetapan Standar

Opersional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman

Modal dan Pela5ranan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perilagangan

Kabupaten Sabu Raiiua.

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GEI\{ERASI
UI{GGLIL dari Notaris Lilies Pratiwipuspa, S.H.. L{.Kn Nomor '. 29
'Tanggal t4 Juni 2013
Surat Rekorlendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebuda-vaan,

I(epemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor .

4201691DPKKO-SRJ\'/2019 tang-eal 28 Mei 2019

N,IEN,{UTUSKAN

N{emberikan lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PALID,l

GENERA,SI LTNGGLTL yang berlokasi di Desa Djadu Kecamatan Sabu Barat
Kabupater Sabr-r Raijua.
Pemberian izin sebagaimana dirnaksud dalam diktum KESATU. berlaku
sepanjang metnatuhi semua ketentuan vang peraturan perundang-undangan yang
berlaku. dan tuajlb melaporkan hasil belaiar mengajar pada setiap au,'al tahun
kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Sabu Raijua.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbutr kerugian pada pihak
lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan.

nraka seqala resiko yang timbui sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak
pemegang izin.
Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini

irang dapat meru-{ikan ker.vibawaan pemerintah baik sengaja maupan tidak
sengaja, maka keputusan it.ti batal atau batal denli hukum.
Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak L.rsia Dini
{PAUD) ke pihak lain den-ean dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari
I)inas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu

Raijua.
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Memperhatikan 1.

Menetapkan
KESATL,I

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2.



KEENAh,,{ . Waiib melengkapi senua perizinan dan persyaratan latnnya sesuai dengan

ketentuan peraturan pentndang-undangan yang berlaku.

KETLrJLIH l{al-hal yang belurn teratur dan tidak diatur dalarn keputusan ini akan diattir

kemudian sebagaimana mestinnya.

KEDELAI;AN : Keputusan ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terclapat kekeliruaan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestiuya.

Ditetapkan di . Seba

Pacla Tanggal : 3l \4ei 2019

MEY
A UTANTA ML]DA

I'iiIP 196908i6 199312 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

I. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporani'
2. Kepala Dinas Fendiclikan, Kebudayaan, Kepemudaan tlan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba.

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba.

4. Camat Sabu Barat cli Seba.

5. Kepala Desa Djadu di Djadu.

d,rftt KEPALA DIN


